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ABSTRACT 
 The problem of land ownership status in adat settlement in Aceh has existed 
since the issuance of the Decree of the minister of Forestry and Plantation 
No.170/Kpts-II/2000 on June 19, 2000 which established forest and territorial waters 
of around 3,549,813 hectares. After the issuance of the Constitutional Court's Ruling 
No. 45/PUU-IX/2011 and 35/PUU-X/2012, all forest areas in Aceh as stipulated in 
the Decree of the Minister of Forestry has been declared void and, land ownership in 
adat settlement which used to be the State’s forest area has gotten its legal status. 
Land acquisition and ownership in adat settlement of forest area, according to the 
community at Alur Keujrun, South Aceh District, was a legal basis for land 
acquisition, based on border line right. Some measures which should be taken by 
them to get legal certainty on the land right is, principally, by controlling the land 
until they get recommendation letter from the village head which confirms that the 
requesting for the land right has been submitted to the Head of the Land Office. Some 
obstacles in getting legal certainty on the status of the land ownership in adat 
settlement of the State's forest area consist of inconsistency in the existence of land 
acquisition by the adat law community and communal right of disposal, non-
synchronizing of legal provisions, and non- compliance with general principles and 
legal provisions. 
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I. Pendahuluan 
 Permasalahan status kepemilikan tanah pada pemukiman masyarakat adat di 
Aceh dimulai sejak adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang telah menunjuk kawasan hutan dan 
perairan di wilayah Provinsi Aceh seluas ± 3.549.813 Ha (tiga juta lima ratus empat 
puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas hektar) yang merupakan hasil paduserasi 
antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Aceh dengan kawasan hutan 
provinsi Aceh.  
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 Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 
tanggal 21 Februari 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 
tanggal 26 Maret 2013, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 
SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menetapkan perubahan 
peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas ± 42.616 Ha (empat 
puluh dua ribu enam ratus enam belas hektar), perubahan fungsi kawasan hutan 
seluas ± 130.543 Ha (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) dan 
perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 26.461 Ha (dua 
puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu hektar) di Provinsi Aceh, yang 
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-
II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, dalam 
keputusan Menteri kehutanan tersebut menetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi 
Perairan Provinsi Aceh seluas ± 3.557.916 Ha (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh 
ribu sembilan ratus enam belas hektar) yang dirinci menurut fungsi dengan luas 
sebagai berikut: 
1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 
1.058.131 Ha (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu hektar); 
2. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.744.240 Ha (satu juta tujuh ratus empat 
puluh empat ribu dua ratus empat puluh hektar); 
3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 141.771 Ha (seratus empat puluh satu 
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu hektar); 
4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 598.365 Ha (lima ratus sembilan 
puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima hektar); 
5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 15.409 Ha (lima 
belas ribu empat ratus sembilan hektar).
1
 
 Dengan demikian maka kepemilikan tanah pada pemukiman masyarakat adat 
yang sebelumnya termasuk dalam kawasan Hutan Negara sudah memperoleh 
                                                 
1
 Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 
tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Bagian Kesatu. 
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kejelasan status hukumnya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Putusan MK  
beserta keputusan pelepasan kawasan pemukiman adat di Desa Alur Keujren dalam 
tataran pelaksanaan masih perlu dibuktikan efektifitas pelaksanaannya.    
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penguasaan dan kepemilikan atas tanah di pemukiman adat yang 
termasuk dalam kawasan hutan adat menurut kebiasaan masyarakat di Desa Alur 
Keujrun Kabupaten Aceh Selatan? 
2. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh warga masyarakat untuk 
memperoleh kepastian hak atas tanah terkait kepemilikan tanah di pemukiman 
adat yang termasuk dalam kawasan hutan adat? 
3. Bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam upaya warga masyarakat untuk 
memperoleh kepastian hukum status kepemilikan atas tanah di pemukiman adat 
yang termasuk dalam kawasan hutan adat 
 Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui penguasaan dan kepemilikan atas tanah di pemukiman adat 
yang termasuk dalam kawasan hutan adat menurut kebiasaan masyarakat di Desa 
Alur Keujrun, Kabupaten Aceh Selatan. 
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh warga masyarakat 
untuk memperoleh kepastian hak atas tanah terkait kepemilikan tanah di 
pemukiman adat yang termasuk dalam kawasan hutan adat. 
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam upaya warga masyarakat 
untuk memperoleh kepastian hukum status kepemilikan atas tanah di pemukiman 
adat yang termasuk dalam kawasan hutan adat. 
II. Metode Penelitian 
 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
daftar kuesioner masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Alur Keujrun dan 
pedoman wawancara dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh 
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Selatan serta pihak yang terkait dengan kepemilikan atas tanah di pemukiman adat 
yang termasuk dalam kawasan hutan adat. Daftar kuesioner dan wawancara dilakukan 
dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. 
 Data sekunder dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan 
yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-
data yang ada di kepustakaan atau data sekunder dan data primer serta tertier dalam 
bidang hukum antara lain : 
1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 
tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan 
Menteri Negara Agraria nomor 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan ketentuan 
undang-undang pokok agraria, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 
perumahan dan pemukiman, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun 
Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh No. 
9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10/2008 
tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh No. 14/2002 tentang Kehutanan, Qanun 
Aceh No. 21/2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Aceh. 
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti 
hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta 
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah di 
pemukiman adat yang termasuk dalam kawasan hutan adat. 
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3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang 
berkaitan dengan objek penelitian.
2
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Menurut Kebiasaan Masyarakat Di 
Desa Alur Keujrun Kabupaten Aceh Selatan 
 Di wilayah Aceh, penentuan status tanah yang diperuntukkan bagi 
pemukiman masyarakat, ditentukan oleh gampong. Gampong mempunyai kekuasaan 
sepenuhnya dalam menentukan status sebidang tanah yang ada dalam wilayah 
gampong, terutama tanah untuk perumahan penduduk. 
 Masyarakat Gampong di Aceh, khususnya di Desa Alur Keujrun, para 
warganya mempunyai kebebasan yang luas dalam meletakkan hubungannya dengan 
tanah. Setiap warga gampong sama berhak memungut hasil dan membuka hutan. 
Kedua tindakan ini biasanya dilakukan bersama-sama dan tiada memerlukan izin 
keuchik, karena sudah diangap sebagai hak alamiah para warga gampong. Bagi warga 
penduduk asli (asoe lhoek) suatu gampong atau mukim, cukup hanya 
memberitahukan saja maksudnya itu kepada keuchik. Jika lahan yang akan dibuka 
tersebut terletak agak jauh dari pemukiman penduduk suatu gampong maka 
pemberitahuannya disampaikan kepada imeum mukim.
3
 
 Sehubungan dengan adanya hak dan kebebasan bersama warga gampong 
terhadap tanah ulayat dalam wilayah gampong, terutama dalam hal membuka hutan, 
maka atas dasar hak bersama ini pulalah lahirnya hak-hak perseorangan atas tanah. 
Hak perseorangan atas sebidang tanah terbina secara bertahap dan berlangsung 
selama periode tertentu. Dalam masa tersebut selama hak-hak individu atas sebidang 
tanah makin menguat, maka rasa kebersamaan hak masyarakat hukum adatnya 
                                                 
2
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1990), hlm.53. 
3
 Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat 
(Mukim) di Provinsi Aceh”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 
322 
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sebagai ulayat semakin berkurang. Berkurangnya rasa kebersamaan hak masyarakat 
yang bersangkutan karena terbentuknya pertumbuhan hak-hak individu. 
 Kekuasaan mukim atas hak kullah-nya, setelah melalui proses normatif 
tertentu maka kekuasaan atas hak ulayat yang bersangkutan dapat menjadi hak 
perseorangan (boinah), yang selanjutnya dikenal dengan hak milek. Proses tersebut, 
dalam secara dalam hukum adat Aceh dikenal dengan hak dong tanoh, hak chah 
rimba, hak useuha, lalu menjadi hak milek. 
 Menurut kebiasaan masyarakat di Desa Alur Keujrun sejak masa berkuasanya 
Sultan Iskandar Muda (tahun 1607-1636)
4
, perolehan hak perseorangan atas tanah 
diawali dengan acara kenduri pakat (suatu musyawarah masyarakat gampong) yang 
diadakan untuk menentukan lahan yang dihadiri seluruh perangkat gampong mulai 
imuem mukim, pimpinan gampong (keuchik) dibantu perangkatnya yaitu sekretaris 
dan bendahara yang dipilih oleh keuchik atas persetujuan tuha peut serta perangkat 
lainnya, keamanan gampong,
5
 tuha peut,
6
 keujrung blang,
7
 badan pembangunan 
gampong, peutua dusun, peutua meunasah, petua seunebuk, peutua adat, 
pawang/panglima laot, panglima uten, petua uroe pekan, dalam musyawarah tersebut 
menentukan letak tanah dan areal lahan yang akan dibuka, pasca upacara tersebut 
keesokan harinya, berbekal makan dari kenduri tersebut, mereka bersama-sama 
melakukan ceneucah uten (membabat, mematok, memancang dan menentukan hak 
masing-masing masyarakat yang turut serta dalam ceneucah uten), imuem mukim dan 
keuchik beserta panglima uten bertanggung jawab menentukan batas-batas tanah yang 
dibuka. Terhadap masyarakat yang telah memperoleh tanah untuk bersama-sama 
                                                 
4
 Pada masa itu, tuha peut terdiri dari 4 unsur yaitu ulama, tokoh masyarakat, pemuka adat 
dan cendikiawan, kolaborasi ke-4 unsur tersebutlah yang akhirnya melahirkan keurajen atau pegangan 
bagi masyarakat Aceh yaitu Adat Bak Po Temeruhom, Hukom nibak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe 
Phang, Resam Nibak Bin Tara (adat berada di tangan Po Temeruhom, Hukum Islam berdasarkan fatwa 
Syiah Kuala, Pedoman Pemerintahan di tangan Putroe Phang, Peraturan Perang ada di Bintara).  
5
 Terdiri dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dipilih untuk 
menjaga menjaga keamanan gampong. 
6
 Tuha Peut bertindak sebagai badan perwakilan gampong yang berkedudukan sejajar dan 
menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. 
7
 Keujrung Blang yaitu perangkat gampong yang bertanggung jawab terhadap segala hal 
mengenai tanah persawahan dan aturan-aturannya. 
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membersihkan, memagar, menanam tanaman tertentu yang menjadi batas antara 
pemilik tanah satu dengan yang lainnya.
8
 Saat itulah mulai lahir penguasaan dan 
kepemilikan tanah di pemukiman adat yang termasuk dalam kawasan hutan adat. 
B. Langkah-Langkah Yang Harus Ditempuh Untuk Memperoleh Hak Atas 
Tanah Terkait Kepemilikan Tanah Di Pemukiman Adat Yang Termasuk 
Dalam Kawasan Hutan Adat 
 Menurut Boedie Harsono, dalam Mhd. Yamin Lubis, hubungan penguasaan 
dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik. Penguasaan dalam arti yuridis 
maksudnya adalah bahwa hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan 
tanah secara hukum. Apabila telah ada penguasaan tanahnya secara hukum (biasanya 
dalam bentuk surat-surat tertulis), maka hubungan tanah dengan obyek tanahnya 
sendiri telah dilandasi dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan tanah dalam arti 
fisik menunjukan adanya hubungan langsung antara tanah dengan yang empunya 
tanah tersebut, misalnya didiami dengan mendirikan rumah tempat tinggal atau 
ditanami dengan tanaman dengan tanaman produktif untuk tanah pertanian.
9
 
 Penguasaan tanah dapat merupakan permulaan adanya atau diberikannya hak 
atas tanah, dengan perkataan lain penguasaan tanah secara fisik merupakan salah satu 
faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanah. Sebagaimana termuat dalam 
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
dapat dijelaskan bahwa sekalipun tidak ada alat bukti penguasaan secara yuridis, 
namun apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik 
maka dapat diformalkan haknya melalui penetapan/pemberian haknya kepada yang 
bersangkutan. 
10
 
 Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis penguasaan tanah yang 
dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis dapat disebut juga alas hak. Alas hak 
diartikan sebagai dasar penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat 
                                                 
8
 Hasil penelitian di Desa Alur Keujrun, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 17 Mei 2012 
9
 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar 
Maju, 2008), hal.235-236. 
10
 Ibid, hal.235. 
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bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah 
dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang 
pernah diterbitkan oleh pejabat Pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari 
pejabat yang berwenang. Alas hak secara yuridis ini dituangkan dalam bentuk tertulis 
dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, 
akta otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain.
 
Secara perdata dengan 
adanya hubungan yang mempunyai tanah dengan tanahnya yang dibuktikan dengan 
penguasaan fisik secara nyata dilapangan atau ada alas hak berupa data yuridis 
dengan suatu hak keperdataan, maka tanah tersebut sudah berada dalam 
penguasaannya atau telah menjadi miliknya.
11
  
 Penguasaan tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan yang 
diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Oleh karena itu penguasaan yuridis 
memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum mengenai tanah yang 
bersangkutan. Apabila tanahnya sudah dikuasai secara fisik  dan sudah ada alas 
haknya, maka persoalannya hanya menindaklanjuti alas hak yang melandasi 
hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dan diakui oleh Negara 
agar hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, menurut 
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, alas hak sebenarnya sudah merupakan 
suatu legitimasi awal atau pengakuan atas penguasaan tanah oleh subyek hak yang 
bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suatu bidang tanah tersebut juga 
mendapat legitimasi dari Negara, maka harus diformalkan dengan dilandasi suatu hak 
atas tanah yang ditetapkan oleh Negara/Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia.
12
 
 Secara umum pada prinsipnya permohonan dan pemberian hak terdiri dari 
tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1.  Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang 
berwenang memberikan hak atas tanah melalui kantor pertanahan setempat. 
                                                 
11
 Ibid, hal. 237. 
12
 Ibid, hal. 237-238. 
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2. Kantor Pertanahan akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen-
dokumen, antara lain: 
a. Gambar situasi/surat ukur 
b. Fatwa tata guna tanah 
c. Risalah pemeriksaan tanah oleh “Panitia A”. 
3. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala 
Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Surat 
Keputusan Pemberian Hak (SKPH), tetapi apabila wewenang tersebut ada pada 
Kepala Kantor Wilayah, maka berkas permohonan dan dokumen-dokumen yang 
telah lengkap dan disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan 
mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dikirim kepada Kepala 
Kantor Wilayah dan kemudian Kepala Kantor Wilayah akan memproses 
permohonan tersebut dan mengeluarkan SKPH. Apabila wewenang untuk 
memberikan hak atas tanah ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional maka 
berkas permohonan dan dokumen yang telah lengkap dan disertai pertimbangan 
dari Kepala Kantor wilayah dikirim kepada Kepala BPN dan kemudian Kepala 
BPN akan mengeluarkan SKPH. 
4. Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada pemohon melalui kantor 
pertanahan setempat. 
5. Pemohon hak atas tanah diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban yang 
tercantum dalam SKPH. 
6. Hak atas tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. 
7. Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan 
menyerahkannya kepada pemegang hak atas tanah. 
 Permohonan hak atas tanah yang diajukan ke kantor pertanahan yang wilayah 
hukumnya meliputi letak tanah. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan. 
Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai: 
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1. Identitas pemohon, yaitu: nama, umur, kewarganegaraan, Kartu Tanda 
Penduduk, tempat tinggal, pekerjaan, keterangan mengenai suami/istri dan anak 
serta jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya. 
2. Keterangan mengenai tanah yang dimohon, meliputi: 
a. Letak, batas-batas dan luasnya (gambar situasi bila ada). 
b. Status tanah: sertifikat/surat keterangan pendaftaran  tanah, girik/petuk, pajak 
bumi atau tanda bukti lain kalau ada. 
c. Jenis tanahnya : untuk tanah pertanian atau tanah bangunan. 
d. Penguasaannya/perolehannya atau atas dasar apa pemohon menguasai atau 
memperoleh tanah tersebut. 
e. Penggunaan tanahnya, yaitu tanah yang dimohon tersebut direncanakan 
dipergunakan untuk keperluan apa. 
f. Untuk daerah yang sudah mempunyai rencana induk pembangunan diperlukan 
advis planning dan Dinas Tata Kota atau instansi lain yang terkait dengan 
tanah yang bersangkutan. 
3. Keterangan lainnya, yaitu: 
a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki 
oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon. 
b. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 
 Setelah permohonan hak atas tanah negara diterima oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, maka proses pengurusan permohonan di kantor pertanahan antara lain 
adalah sebagai berikut :
 
1. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada seksi pengurusan hak untuk: 
a. Mencatat permohonan tersebut dalam daftar permohonan hak yang telah 
disediakan untuk itu. 
b. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah, dan 
apabila ternyata belum lengkap maka diminta kepada yang bersangkutan 
(pemohon) untuk melengkapinya. 
2. Memanggil yang bersangkutan (pemohon) untuk: 
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a. Melengkapi permohonan (apabila dokumen-dokumen belum lengkap). 
b. Membayar  biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan hak atas 
tanah tersebut di Kepala Sub Bagian Administrasi. 
3. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Seksi Penatagunaan Tanah, 
Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
Tanah untuk menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan atau materi-materi 
yang diperlukan guna pengambilan keputusan atas permohonan tersebut. Materi 
atau bahan-bahan yang diperlukan tersebut adalah : 
a. Surat keterangan pendaftaran tanah. 
b. Surat ukur/gambar situasi. 
c. Memberikan pertimbangan apakah permohonan tersebut sesuai dengan 
persyaratan tata guna tanah dan rencana tata guna tanah daerah. 
d. Apabila tanah yang dimohon ada kaitannya dengan instansi lain, maka akan 
diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut. 
4. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala 
Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan memproses dan 
mengeluarkan SKPH. 
 Selanjutnya permohonan hak atas tanah negara sebagaimana diuraikan diatas 
dapat diberikan keputusan pemberian hak ataupun keputusan penolakan hak, yang 
kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (pemohon) 
melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang terjamin diterimanya keputusan 
tersebut oleh yang bersangkutan. 
 Setelah dikeluarkannya SKPH atas nama pemohon, pemohon yang 
bersangkutan harus memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam SKPH, yaitu: 
1. Membayar uang pemasukan pada negara yang jumlah dan jangka waktu 
pembayarannya dinyatakan dalam SKPH. 
2. Hak yang diberikan selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan setempat. 
Pendaftaran hak tersebut merupakan syarat bagi lahimya hak dan baru dapat 
dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam SKPH dipenuhi. 
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3. Kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam angka 1 dan 2 
yang secara khusus ditegaskan dalam SKPH dapat dijadikan alasan untuk 
membatalkan pemberian hak tersebut. 
 Setelah semua persyaratan dan kewajiban yang dinyatakan dalam SKPH 
tersebut dipenuhi dalam pendaftaran haknya, maka Kepala Kantor Pertanahan 
menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah kepada yang bersangkutan (pemegang 
haknya). Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas, langkah untuk memperoleh 
hak atas tanah terkait tanah adat pada prinsipnya sama dengan permohonan tanah 
negara pada umumnya, namun secara teknis pemberian hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud mempunyai ketentuan agar permohonan haknya dapat diterima. 
 Terhadap hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA, agar masuk 
kedalam sistem dari UUPA yaitu dengan kegiatan menyesuaikan (bukan 
memperbaharui) hak-hak lama menjadi hak-hak baru yang dikenal dalam UUPA). 
Pemberlakuan konversi ini didasarkan pemikiran bahwa hukum agrarian di Indonesia 
didasarkan pada hukum adat, dengan demikian hukum agraria di Indonesia harus 
sesuai dengan kesadaran hukum dari masyarakat banyak yang hidup dan berkembang 
dinamis sesuai dengan tuntutan jaman.
13
  
 Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah terhadap tanah-tanah 
yang berasal dari hukum adat, dilakukan konversi hak atas tanah atau pembuktian hak 
lama bekas hak milik adat, dengan melakukan pengakuan dan penegasan hak. Namun 
terhadap pemegang hak yang tidak dapat menyediakan bukti kepemilikannya, baik 
bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembukuan hak dapat 
dilakukan tetapi tidak berdasarkan bukti kepemilikan namun berdasarkan bukti 
penguasaan fisik yang telah dilakukan pemohon hak atas tanah dan pendahulunya, 
dengan syarat penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dilakukan secara nyata dan 
dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, tidak diganggu 
gugat selama penguasaan dan penggunaan tanahnya oleh karena dianggap diakui dan 
                                                 
13
 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar 
Maju, 2010), hal.212 
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dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan, 
diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya, telah diberikan 
kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman, 
telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan diatas.
14
    
 Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam 
keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 
tanah secara sporadik. Proses selanjutnya dari pengakuan hak tersebut adalah 
dilakukannya pengukuran, penelitian data yuridis dan pengumuman sebagaimana 
diberlakukan terhadap proses konversi tersebut.
15
  
 Sedang dalam hal bukti-bukti hak lama yang dipegang oleh yang 
bersangkutan karena sudah beralih kepemilikannya, dan terdapat kekurangan dari 
segi riwayat penguasaan tanah, maka dilakukan proses penegasan hak. Dalam proses 
penegasan hak atas tanah ini, selain dilakukan pengukuran, juga dilakukan penelitian 
data yuridis dan data fisik oleh Panitia A (bukan lagi oleh Kepala Kantor Pertanahan) 
dan diterbitkan surat keputusan penegasan haknya.
16
 
C. Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Upaya Memperoleh Kepastian 
Hukum Status Kepemilikan Atas Tanah Di Pemukiman Adat Yang 
Termasuk Dalam Kawasan Hutan Adat 
1. Tidak Sinkronnya Peraturan Perundang-Undangan 
 Peraturan pertanahan yang melaksanakan UUPA maupun undang-undang lain 
yang berkaitan dengan agraria dapat terjadi ketidaksinkronan baik secara vertikal 
maupun horizontal dengan UUPA. Sinkronisasi atas peraturan perundangan antar 
sektor merupakan persoalan yang tidak mudah manakala ego sektorisme masih kuat 
dikalangan lembaga-lembaga yang merasa mempunyai wewenang masing-masing. 
                                                 
14
 Ibid., hal.226-227. 
15
 Ibid. 
16
 Ibid. 
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Keputusan MPR No.III tahun 2001 mengamanatkan agar dibuat suatu Undang-
Undang Pokok (induk) untuk menjadi rujukan (referensi) pengaturan sektor-sektor 
yang menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola tanah/agraria dan 
sumberdaya alam lainnya. Namun kemudian berkembang pendapat berbeda bahwa 
dalam sistem perundang-undangan kita tidak dikenal undang-undang induk, undang-
undang payung atau undang-undang pokok, sehingga hal yang demikian tidak 
diperlukan lagi, terutama setelah keluarnya UU No. 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
2. Tidak Dijalankannya Asas-Asas Umum dan Jenis Peraturan Perundang-
undangan 
 Asas-asas umum peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam ketentuan Bab 
II Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. 
a. Kejelasan tujuan, maksudnya adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas yang 
demikian ini selaras dengan prinsip yang dikembangkan oleh aliran 
utilitarianisme yang menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum akan selalu 
mengandung tujuan yang hendak dicapai. Apakah tujuan itu menyangkut 
kebahagiaan pribadi (individual utilitarianisme) ataukah kebahagiaan social 
masyarakat (social utilitariansime). Bahkan secara lebih tegas Rudolf von Jhering 
mengatakan bahwa pusat perhatian filsafat hukum adalah ada pada “tujuan” dari 
hukum itu diciptakan. 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah setiap jenis 
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk 
Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
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c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 
materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan. Terkait 
dengan asas ini, Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan 
yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal, menyangkut: 
1) Hak asasi manusia; 
2) Hak dan kewajiban warganegara; 
3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 
negara; 
4) Wilayah negara dan pembagian daerah; 
5) Kewarganegaraan dan kependudukan; 
6) Keuangan negara; dan 
7) Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UU. 
d. Dapat dilaksanakan, artinya setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
harus memperhitungkan efektifitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 
yuridis, maupun sosiologis. 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap Peraturan Perundang-undangan 
dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
f. Kejelasan rumusan, artinya setiap Peraturan Perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam 
pelaksanaannya. 
g. Keterbukaan, artinya dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan 
terbuka. 
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 Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-
undangan. Asas yang demikian ini diimplementasikan di dalam ketentuan Pasal 53 
Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-
Undang dan rancangan peraturan daerah. 
 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Penguasaan dan kepemilikan atas tanah di pemukiman adat yang termasuk dalam 
kawasan hutan adat menurut kebiasaan masyarakat di Desa Alur Keujrun sejak 
masa berkuasanya Sultan Iskandar Muda (tahun 1607-1636), perolehan hak 
perseorangan atas tanah diawali dengan acara kenduri pakat (suatu musyawarah 
masyarakat gampong) yang diadakan untuk menentukan letak tanah dan areal 
lahan yang akan dibuka dengan dihadiri seluruh perangkat gampong mulai 
imuem mukim, pimpinan gampong (keuchik) dibantu perangkatnya yaitu 
sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh keuchik atas persetujuan tuha peut 
serta perangkat lainnya, keamanan gampong, tuha peut, keujrung blang, badan 
pembangunan gampong, peutua dusun, peutua meunasah, petua seunebuk, 
peutua adat, pawang/panglima laot, panglima uten, petua uroe pecan, pasca 
upacara tersebut keesokan harinya, berbekal makan dari kenduri tersebut, mereka 
bersama-sama melakukan ceneucah uten, dimana imuem mukim dan keuchik 
beserta panglima uten bertanggung jawab menentukan batas-batas tanah yang 
dibuka, dan terhadap masyarakat yang telah memperoleh tanah secara bersama-
sama membersihkan, memagar, menanam tanaman tertentu yang menjadi batas 
antara pemilik tanah satu dengan yang lainnya. Saat itulah mulai lahir 
penguasaan dan kepemilikan tanah di pemukiman adat yang termasuk dalam 
kawasan hutan adat. 
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2. Langkah-langkah yang harus ditempuh warga masyarakat untuk memperoleh 
kepastian hak atas tanah terkait kepemilikan tanah di pemukiman adat yang 
termasuk dalam kawasan hutan adat pada prinsipnya dengan menguasai tanah 
yang bersangkutan sampai dengan munculnya surat dari aparat desa setempat 
yang menegaskan penguasaan tanah dimaksud selanjutnya mengajukan 
permohonan pengakuan dan penegasan hak atas tanah kepada Kepala Kantor 
Pertanahan setempat untuk dilakukan konversi hak atas tanah atau pembuktian 
hak lama bekas hak milik adat, kemudian dilakukan pengukuran, penelitian data 
yuridis dan pengumuman, sedang terhadap penegasan hak atas tanah, selain 
dilakukan pengukuran, juga dilakukan penelitian data yuridis dan data fisik oleh 
Panitia A (bukan lagi oleh Kepala Kantor Pertanahan) dan langkah akhir 
diterbitkan surat keputusan pengakuan atau penegasan haknya. 
3. Kendala-kendala yang muncul dalam upaya memperoleh kepastian hukum status 
kepemilikan atas tanah di pemukiman adat yang termasuk dalam kawasan hutan 
negara terdiri dari inkonsistensi terhadap eksistensi penguasaan tanah masyarakat 
hukum adat serta hak ulayat, tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan, 
tidak dijalankannya asas-asas umum dan jenis peraturan perundang-undangan. 
B. Saran 
1. Maret 2013 yang telah memisahkan antara hutan Negara dengan hutan adat maka 
maka kepemilikan tanah pada pemukiman masyarakat adat sudah memperoleh 
kejelasan statusnya, karenanya aparatur di tingkat desa atau gampong seharusnya 
lebih berani mengeluarkan surat-surat mengenai penguasaan tanah kepada warga 
masyarakat desa Alur Keujrun, jangan lagi mempersulit pengurusan surat-surat 
tersebut sehingga warga masyarakat desa Alur Keujrun lebih terjamin mengenai 
status penguasaan tanahnya. 
2. Terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Alur Kejrun yang tidak termasuk dalam 
kawasan hutan lindung sebaiknya aparatur desa mendorong dan 
mensosialisasikan pentingnya surat-surat bukti kepemilikan tanahnya dan secara 
kolektif mengajukan pendaftaran hak-hak atas tanah yang masih belum terdaftar 
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di Desa Alur Keujrun tersebut, sehingga dengan demikian turut mendukung 
program pemerintah dalam mendaftarkan hak atas tanah. 
3. Oleh karena masyarakat Desa Alur Keujrun masih tunduk kepada ketentuan adat 
setempat terutama mengenai penguasaan tanah, maka para tetua adat di Desa 
Alur Keujrun harus secara proaktif menegaskan batas-batas desa dan wilayah 
tanah yang termasuk boleh dan tidak diusahai oleh warga masyarakat Desa Alur 
Keujrun, sehingga akan mencegah timbulnya sengketa mengenai tapal batas 
maupun tumpang tindihnya hak penguasaan masing-masing warga masyarakat 
Desa Alur Keujrun.  
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